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ABSTRAK

(A)Nama :Evelin Wiyasih; NIM:205180125

(B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS
TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI
JIWASRAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN
589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST

(C) Halaman :ix + 102 + 5 halaman daftar pustaka + lampiran, 2021

(D)Kata Kunci  : Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Gagal Gayar

(E) Isi Abstrak  :  Penelitian  ini  membahas  Putusan ~ Nomor

589/PDT.G/2019.PN.JKT.PST mengenai pertimbangan hakim yang tidak
menerima gugatan pemegang polis Jiwasraya dengan alasan tidak
mengikutsertakan pihak bank. Permasalahannya adalah: 1) Apakah pihak
ketiga di luar perusahaan asuransi dapat ditarik sebagai pihak yang ikut
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran polis yang
diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero)? 2) Bagaimana
perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan
asuransi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK
No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
3) Bagaimana status polis ditinjau dari program pemerintahan? Putusan a-
quo dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga yaitu bank dan
OJK tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan prestasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perjanjian
bancassurance dibuat antara pihak bank dan Jiwasraya atas persetujuan
OJK. Pertanggungjawaban OJK terhadap pelaksanaan prestasi tidak dapat
diikutsertakan karena tanggung jawab OJK selaku regulator dan pengawas
perusahaan asuransi. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa UUPK dan
POJK No. 1 Tahun 2013 belum memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen asuransi. Upaya pemerintah dalam melakukan restrukturisasi
polis telah merugikan para pemegang polis baik yang setuju restrukturisasi
maupun yang tidak setuju restrukturisasi. Apabila Jiwasraya melakukan
restrukturisasi, maka seharusnya Jiwasraya tidak boleh merugikan
pemegang polis. Jika pemegang polis tidak setuju dengan restrukturisasi
polis, maka wajib dibayarkan sejumlah nilai tunai yang telah ditetapkan oleh
Jiwasraya.
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